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Abstrak
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah semi-arid yang rentan terhadap kekeringan dan kerawanan pangan sehingga keberlanjutan sistem pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada resiliensi kebijakan yang mendukungnya. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat resiliensi kebijakan sistem pangan di Provinsi NTT serta mengidentifikasi tingkat integrasi antar dokumen kebijakan. Penelitian menggunakan metode desk review terhadap enam dokumen kebijakan utama, yaitu RPJMD 2025–2029, RTRW 2023–2043, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025–2029, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2025–2029, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) 2025–2045, dan Rancangan Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2025–2029. Analisis dilakukan menggunakan Policy Resilience Assessment Matrix (PRAM) yang menilai sebelas dimensi resiliensi kebijakan pada skala 0–3. Hasil penelitian menunjukkan Indeks Resiliensi Kebijakan sebesar 2,27 dari skala 3 (kategori tinggi), meskipun terdapat kesenjangan antar dimensi. Ketersediaan pangan, adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan memperoleh skor tertinggi, didukung penetapan 307.273 hektar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTRW serta analisis kerentanan iklim sektor pangan dalam RAD API. Namun, penelitian juga menemukan lemahnya integrasi lintas kebijakan. Istilah ketahanan pangan tidak muncul dalam RTRW, sedangkan RAD API hanya merujuk RTRW secara administratif tanpa mengintegrasikan substansi perlindungan lahan pangan. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya pendekatan sektoral (policy silo), meskipun integrasi RPJMD dan RAD API mulai menguat melalui mekanisme tagging program. Penelitian menyimpulkan bahwa resiliensi kebijakan pangan NTT telah memiliki fondasi yang kuat, tetapi efektivitasnya masih bergantung pada implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan monitoring berbasis capaian riil, serta penyelarasan substantif (bukan sekadar prosedural) antara kebijakan tata ruang dengan kebijakan adaptasi iklim dan pangan.
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